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ABSTRAK 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang 

Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi 

dan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

dibentuk oleh Pemerintah Aceh sebagai tim lintas sektor dan lintas pemangku 

kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh. Akan tetapi, keberadaan 

tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu 

untuk menanggulangi kemiskinan di Porvinsi Aceh. Hal ini dibuktikan melalui 

publikasi Badan Pusat Statistik bahwa dalam beberapa tahun terakhir angka 

kemiskinan di Provinsi Aceh tidak pernah mengalami penurunan yang signifikan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Peran Tim Koordinasi Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan di Aceh beserta hambatannya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TKP2K) Aceh masih belum mampu mencapai tujuan dalam 

menanggulangi kemiskinan di Aceh, hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan 

wewenang dalam proses kolaborasi karena masih didominasi oleh pihak  

pemerintah serta belum adanya kebijakan inovatif dari Gubernur Aceh. 

Berdasarkan seluruh proses kolaborasi, dihasilkan pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 

partisipasi multi pihak dalam suatu program penanggulangan kemiskinan. 

Hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya pembaharuan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta rendahnya sinergitas antar pemerintah Aceh 

dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Aceh. Oleh sebab itu, Tim 

Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh harus mampu 

bertanggungjawab pada tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 serta memperbaharui Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial untuk menyesuaikan dengan data pada sistem pemerintah dan 

meningkatkan sinergitas antar Pemerintah Aceh agar program penanggulangan 

kemiskinan dapat berjalan efektif. 

 

Kata Kunci : Penanggulangan Kemiskinan, TKP2K 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan adalah permasalahan yang tidak 

pernah ada habisnya, dimana kebutuhan dasar manusia tidak dapat terpenuhi seperti 

sandang, papan, dan pangan dikarenakan kurang atau rendahnya pendapatan. 

Kemiskinan menjadi persoalan rumit yang sedang dihadapi oleh seluruh Negara di 

dunia. Hal ini juga di singgung dalam Millenium Development Goals (MDGs) atau 

lebh di kenal juga dengan Tujuan Pembangunan Milenium yang merupakan hasil 

dari Konferensi Tingkat Tinggi Millenium dengan 189 anggota Perserikatan 

Bangsa Bangsa pada tahun 2000.  

Ada delapan sasaran MDGs yakni memberantas  kemiskinan dan kelaparan, 

mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan bagi perempuan, menurunkan 

angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memberantas HIV/AIDS serta 

penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan 

mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dari seluruh sasaran 

tersebut memberantas kemiskinan dan kelaparan merupakan tujuan utama dari 

MDGs.  

Setelah tahun 2015, MDGs dilanjutkan dengan Sustainable Development 

Goals (SDGs) yang mencakup 17 target utama yang ingin dicapai dunia mulai dari 

tahun 2015-2030. Ketujuh belas target tersebut meliputi (1) Tidak adanya 

kemisknan, (2) Tidak terjadi kelaparan, (3) Kesehatan yang berkualitas dan 

kesejahteraan bagi masyarakat, (4) Pendidikan yang tinggi, (5) Penyetaraan gender, 
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(6) Air bersih serta sanitasi yang ramah lingkungan, (7) Energi bersih dan dapat 

dijangkau setiap kalangan, (8) Pertumbuhan ekonomi serta pekerjaan yang layak, 

(9) Industri, inovasi serta infrastruktur, (10) Meminimalisir kesenjangan, (11) Kota 

dan komunitas berkelanjutan, (12) Konsumsi maupun produksi yang bertanggung 

jawab, (13) Penanganan perubahan iklim, (14) Ekosistem laut, (15) Ekosistem 

darat, (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh, (17) Kemitraan 

untuk mencapai tujuan.1  

Masalah kemiskinan selalu menjadi prioritas utama, terutama di negara 

berkembang seperti Indonesia. Perhatian terhadap masalah kemiskinan ini terus 

ditekankan karena pemerintah menyadari bahwa gagal mengatasi kemiskinan dapat 

mengakibatkan timbulnya masalah sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks di 

masyarakat..2 Pemerintah menghadapi tantangan dalam upaya mengurangi 

kemiskinan karena kurangnya pemahaman dari berbagai pihak mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan kemiskinan.3 Karenanya, masalah kemiskinan menjadi 

prioritas yang harus diselesaikan dalam upaya pembangunan ekonomi, baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Pemerintah Republik Indonesia telah secara konsisten melakukan berbagai 

langkah percepatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang akselerasi 

                                                           
1 Vania Grace Sianturi, M. Syafii, Ahmad Albar Tanjung, ‘Analisis Determinasi Kemiskinan di 

Indonesia Studi Kasus (2016-2019)’,  
2 Erwan Agus Purwanto, ‘Mengkaji Potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Untuk 

Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan’, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 10.3 (2007), 295–

324. 
3 Mustofa Mustofa, ‘Kemiskinan Multidimensi Di Kota Yogyakarta’, Jurnal Ekonomi Dan 

Pendidikan, 15.1 (2018), 27–34. 
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Program Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan tersebut mencakup 

pengembangan program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, dukungan untuk usaha ekonomi mikro, serta program-

program seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, 

dan Program Indonesia Sehat. 

 Berawal dari terlaksananya otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah secara tidak langsung 

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan diberikannya hak pada setiap 

pemerintah daerah untuk mengelola sektor ekonomi daerah secara mandiri.  

Kondisi kemiskinan yang aktual di Indonesia setidaknya dapat di atasi dengan 

beberapa pendekatan. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di 

daerah. Kedua, meningkatkan aksebilitas kelompok miskin. Ketiga menyediakan 

fasilitas kredit untuk masyarakat, pembentukan kelompok mandiri, bantuan modal 

bergilir dan sebagainya. Keempat, meningkatkan infrastruktur yang ada di desa. 

Kelima, mengembangkan kelembagaan, seperti mengembangkan wilayah, 

mengembangkan kawasan terpadu, dan program peningkatan pendapatan petani 

kecil.4 

Secara nasional, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010..5 Tim Nasional 

                                                           
4 Hisnuddin Lubis, ‘Mengentaskan Kemiskinan:Multidimensional Approaches’. 
5 Ibid Pasal 7 
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Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berada di bawah koordinasi dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.6 Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan adalah sebuah tim koordinasi lintas sektor dan lintas 

pemangku kepentingan di tingkat pusat yang bertugas untuk mempercepat upaya 

penanggulangan kemiskinan.7 

“Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas: 

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; 

2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi 

program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga; 

3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan 

kegiatan penanggulangan kemiskinan”8 

Adapun keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.9 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kemiskinan 

yang cukup tinggi, khususnya di Provinsi Aceh yang disebut sebagai Provinsi 

termiskin di Sumatera. Hal ini didasarkan pada persentase angak kemiskinan di 

Provinsi Aceh yang tampak lebih tinggi dari pada berbagai daerah  lain di Pulau 

Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

 

 

                                                           
6 Ibid Pasal 8 
7 Ibid Pasal 1 Angka 3 
8 Ibid Pasal 9 
9 Ibid Pasal 10 ayat (1) 
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Tabel 1.1  

Persentase Angka Kemiskinan di Pulau Sumatera 

Provinsi 

Persentase Angka Kemiskinan Tahun 2021-2023 

2021 2022 2023 

Semester 

1 (Maret) 

Semester 2 

(September) 

Semester 

1 (Maret) 

Semester 2 

(September) 

Semester 

1  

(Maret) 

Aceh 
15,33 15,53 14,64 14,75 14,45 

Sumatera 

Utara 
9,01 8,49 8,42 8,33 8,15 

Sumatera 

Barat 
6,63 6,04 5,92 6,04 5,95 

Riau 
7,12 7,00 6,78 6,84 6,68 

Jambi 
8,09 7,67 7,62 7,70 7,68 

Sumatera 

Selatan 
12,84 12,79 11,90 11,95 11,78 

Bengkulu 15,22 14,43 14,62 14,34 14,04 

Lampung 12,62 11,67 11,57 11,44 11,11 

Kep. Bangka 

Belitung 
4,9 4,67 4,45 4,61 4,52 

Kep. Riau 6,12 5,75 6,24 6,03 5,69 

 

Sumber : BPS, diolah 2021 

 “Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh telah 

menyusun dokumen Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh. 

Dokumen ini mencakup analisis kondisi dan karakteristik kemiskinan di Aceh, serta 

berbagai tantangan yang dihadapi. Dokumen tersebut juga memuat upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan semua pihak terkait untuk 

mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan.”10 

 

                                                           
10 TKP2K Aceh, Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh 2018-2022, (Banda Aceh: 

2018) 
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Dengan demikian, hasil dari persentase angka kemiskinan di Pulau 

Sumatera menyatakan bahwa Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi 

di bandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera dalam beberapa tahun 

terakhir. Hal ini membuktikan bahwa Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan Aceh belum mampu mencapai tujuan dalam penanggulangan 

kemiskinan di Provinsi Aceh. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis 

bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait permasalahan kemiskinan yang 

ada di Provinsi Aceh dengan mengangkat judul ‘Peran Tim Koordinasi Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di 

Aceh’. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Terbatasnya peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh 

2. Hambatan peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di Aceh  

1.2.1 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskina di Aceh? 

2. Apa saja hambatan yang di hadapi TKP2K dalam penanggulangan 

kemiskinan di Aceh? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis peran TKP2K dalam penanggulangan kemiskinan di 

Aceh 
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2. Untuk menganalisis hambatan yang di hadapi TKP2K dalam 

penanggulangan kemiskinan di Aceh 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki oleh 

peneli ti agar dapa dimanfaatkan oleh orang lain.  

2. Dapat melaksanakan aktivitas secara administrasi di lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


